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ABSTRACT

Quality of public service influenced by Some dominant
factor among others is public policy, covering finance aspect,
technological and good human resource being and also nature
and also organization, environment and characteristic society
itself, including in it mount education, mount earnings, norm,
political, free mass media, and governmental control to public
service.

Key from make-up of the public service quality is how to
improve position balance bargain between various stakeholders,
because to increase efficiency require action from various corner.
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LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 masih terdampaknya.
Seperti penyakit kronis yang tidak kunjung sembwalaupun sudah
diupayakan berbagai cara agar bangsa Indonesiat dedapas dari
keterpurukan terutama dari segi ekonomi, dampakimygga sekarang
mengakibatkan pembangunan di Indonesia mengalamuk@uran, krisis
multidimensi yang dialami bangsa Indonesia bagaikagkaran setan,
dilema yang tidak ada obatnya. Diperlukan upayagysangat keras atau
waktu yang sangat lama untuk dapat menjadi baregssdengan cita-cita
yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Sejarah telah mencatat bahwa sumberdaya manusiil)(§Bng
berkualitas dari suatu negara merupakan andalamautatuk pembangunan.
Dengan kekayaan alam yang melimpah, tidak pernedér@anerata bangsa
Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenar-panhanya segelintir
orang yang dapat menikmati kemerdekaan, pemerataag seharusnya
menjadi rujuan pembangunan diabaikan, 220 juta &ag seharusnya
dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhny&aluhegara terkorup
dari tahun ke tahun semakin meningkat, dari Peahigk 5 pada tahun 2002
naik menjadi peringkat ke 3 pada tahun 2005. RBegng mengesankan,
yang seharusnya dicapai pada bidang lain yang ifjpogi&ing dapat
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mengangkat harkat dan martabat bangsa. Sebagah¢comigara jepang dan
jerman yang pada akhir PD Il mengalami kekalaham fampir seluruh
infrastruktur yang dimiliki hancur, namun hanyaataldua dekade, kedua
negara tersebut dapat bangkit menjadi kekuatarsiridaksasa.

Negara maju identik dengan kesejahteraan masyasakaHal ini
dapat tercermin dalam hukum permintaan dan penawaapa yang
diharapkan masyarakat dan apa yang ditawarkan peatedapat mencapai
titik keseimbangan. Pelayanan publik yang diberik@mmerintah sesuai
dengan apa yang diinginkan masyarakat. Bahwa pemygaraan
pemerintahan adalah pelayanan bagi masyarakat alerukunci utama
penyelenggaraan pemerintahan negara maju. Negdandsia termasuk
negara dunia ke 3, status ini disandang terusidak pernah ada perubahan
ke arah yang lebih baik. Dalam rangka penanggutanggsalah kemiskinan
diperlukan adanya penanganan secara sungguh-sun§guimg dengan
dinamika masyarakat pemerintah harus mengubah igarachembangunan
melalui pola pembangunan partisipasi, yaitu mendkapa pemerintah
sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai suligekaktor pembangunan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Undang-undgan@?2 tahun
1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-unaeud® tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak padgelpeggaraan
otonomi daerah tidak hanya membawa serangkaiarb@leam mendasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akapi tgiga telah
membawa perubahan dalam pengambilan kebijakantdgersea menunjang
pembangunan ekonomi daerah. Dalam suasana otor@mnaldterasa begitu
banyak permasalahan yang melingkupi daerah sehisegjeanakan daerah
bebas berkehendak untuk mengatur dan menetapkansapamelalui
peraturan daerah (perda). Substansi otonomi datdalk begitu jelas
dipahami maknanya sehingga dalam tataran implesiegta banyak
menuai bias kesalahan.

Salah satu aspek mendasar pemberian otonomi kelpadah adalah
keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggargamerintahan
sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan pseata aktif masyarakat
dalam rangka mengembangkan dan memajukan daeralSgfain itu,
adanya pemberian kewenangan untuk mengatur dan eteaggarakan
urusan pemerintahan berdasar skala pelayanan umpakalalebih efektip
diselenggarakan oleh daerah ataukah oleh pusat

Pelayanan Publik di Indonesia selalu meninggalkesak yang
kurang baik bagi masyarakat pengguna. Proses pelaygang super pelik,
waktu penyelesaian yang lambat, ketidakramahan paleeyan masyarakat
dan wajah para pelayan masyarakat yang jarangiseksényum adalah
gambaran yang akan terlintas bagi para pencaryaeden publik menjadi
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menu sehari-hari dan menjadi bahan kritikan danliasaoleh para
pengamat dan akademisi. Semua masalah tersebutlikeakan sebagai
suatu ketidakramahan birokrasi. Dalam keadaan defjnisi pelayanan
publik menjadi tidak bermakna karena kata tidakngedlaunsur pelayanan.

PERMASALAHAN
Perlunya meningkatkan keterlibatan berbagai pihalangy
berkepentingan untuk peningkatan kualitas pelayandiik.

LANDASAN TEORI

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didéam sebagai
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentangarublik maupun jasa
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jadaib dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan diklingan Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalaengka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rapgkksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Penyelenggara
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannyayapan
publik atau pelayanan umum dapat dibedakan medjsdiyaitu:

a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diseteaggn oleh
organisasi privat, adalah semua penyediaan barauogjasa publik
yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misatogaah sakit
swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang disetgaggn oleh
organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjad
1) Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediacen@gasa

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yandathmnya
pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara

dan

pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya.

Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pefey penjara
dan pelayanan perizinan.

2) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk peased
barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pa&taéri tetapi
yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus menmymeigan-
nya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

2. Karakteristik
Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk rbedakan
ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik hetsgaitu:
a Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perulmateyanan sesuai
dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh peraggun
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b Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisiwar
pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula pgusengguna
untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

c Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jungehyelenggara
pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan perigjgema

d Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yamgmegang
kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukalyelgemggara
pelayanan.

e Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentinganggena atau
penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh banyadktdr.

Beberapa faktor dominan yang bisa disebutkan adalah

a Kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah faktyang akan
mempengaruhi lembaga pelayanan publik dari segi beum
keuangan, teknologi dan sumberdaya organisasi yainantuk
sebuah lembaga pelayanan publik.

b Karakteristik dan lingkungan dari masyarakat itu ndse.
Karakteristik yang dimaksud berkaitan dengan tings@ndidikan,
tingkat pendapatan, besaran masyarakat, heteragemkibnfigurasi
serta nilai-nilai dan norma-norma. Selain itu, @akiingkungan
seperti sistem politik, pers yang bebas atau tingkaulitan dalam
mengakses lembaga layanan publik, juga merupakeor{taktor
yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

¢ Kontrol pemerintah terhadap penyedia layanan publik
Pada umumnya, pemerintah menganggap bahwa akutasipiliblik

(public acountability) merupakan prasyarat penting untuk bisa menciptaka
efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik (R840L). Oleh karena itu,
kunci dari peningkatan kualitas pelayanan publikalald bagaimana
meningkatkan keseimbangan posisi tawar antara garbsiakeholder,
karena untuk meningkatkan efesiensi membutuhkataken dari berbagai
sisi.

Salah satu isu sentral yang sering berkembang-akhir ini adalah
bagaimana pemerintah dan lembaga penyedia layarmik [ public service
provider ) mampu bersikap lebih akuntabel terhadap masyatsdkaitan
dengan pelayanan yang diberikannya. Jadi, sebagan nercermin dari
uraian di atas, maka kita bisa mendefinisikan bahwantabilitas adalah
kekuatan pengendali yang mampu menciptakan dorotegaadap seluruh
stakeholder yang terlibat dan bertanggung jawdiati&ap pelayanan publik,
serta untuk meyakinkan bahwa proses produksi danharlangsung sesuai
dengan yang diinginkan.
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PEMBAHASAN

Seiring dengan terjadinya proses reformasi di leda maka
keinginan untuk mewujudkaciean and good governance di semua bidang
menjadi keinginan banyak pihak, oleh karenanytalstit and Proper test
bagi suatu jabatan baik dalam kaitan untuk menitkgikaunjuk prestasi dan
kerja karyawan maupun sebagai bagian dari prosdasmjabatan yang
begitu populer belakangan ini.

Saat ini dunia yang kita tempati berada dalam gamgg revolusi
teknologi dan revolusi informasi, mulai dari intetn peningkatan
kemampuanmicroprocessor, komputer server yang kapasitasnya semakin
tinggi dan canggih, memori berharga murah, medmgyipganan digital dan
jaringan berpita lebar telah merubah banyak hat)y@tama ini kita ketahui.
Hal diatas sangat banyak berpengaruh bagi kalapgarerintahan. Setiap
sisi dari hukum publik dan kebijakan — seperti pgkan, hukum
perburuhan, perlindungan hak-hak pribadi, keamanlaak-hak cipta
intelektual, hukum dan etika perdagangan — pastanaknengalami
ketegangan atas adanya perubahan yang sangat meddaderjadi dengan
cepat. Perkembangan dan pertumbuban ekonomi, pgasaiuntuk untuk
mendapatkan modal investasi, dan tuntutan bagi pajabat pemerintah
untuk membuat interpretasi baru dari sebuah petabdan terjadi secara
bersamaan. Oleh karenanya, pemerintahan di banggéra memberikan
tanggapan pada penekanan biaya dan kualitas pelaydengan cara
merubah perawatan kesehatan, pendidikan, keamassyarakat, pelayanan
pada masyarakat, perlindungan lingkungan dan adtrasi pemerintahan.

Sebagian kalangan pemerintahan juga memberikargdpag pada
tuntutan warga masyarakat yang mengacu pada laigéayanan sektor
swasta sebagaimana layaknya sebuah perusahaam deregdasi customer
service. Sebagai hasilnya, pemerintah dibeberagmraedengan segala
upaya berusaha meningkatkan efisiensi dan kuapglayanan, dengan
tujuan untuk lebih meyakinkan bahwa pelayanan diberdengan waktu
dan lokasi yang paling menyenangkan warga masyarakang
memerlukannya. Secara ringkas, dengan peneraparolagk jaringan
komputer yang canggih dan penyebaran titik-titilapanan yang mencakup
berbagai hal, pemerintah bisa mengatasi keterbat@sktu pelayanan, jarak
tempuh dari tempat tinggal warga masyarakat, dendamikian akan
memberikan pelayanan lebih baik dengan :

1. Memberikan rangsangan bagi persaingan ekonomi

2. Mempermudah dan mempersatukan pelayanan bagi waaggarakat,
memberikan pelayanan dan informasi dibawah 'Satap'Atyang
menyenangkan.
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3. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan gemah pada masa
tradisional sebelumnya.

4. Dapat mensukseskan banyak kerjasama. Kemajuan tggadi secara
kontinyu pada berbagai area di atas akan memungkimdemerintah
untuk memenuhi banyak keluhan yang diajukan kepagbarat
pemerintah yang sering dituduh tidak berorientapdda kepentingan
rakyat banyak dan hanya berorientasi kepada mebkagai pelanggan
semata, dengan masih mempertahankan paradigmayaitobadengan
memberikan sedikit pelayanan namun dengan biayggitirsehingga
pada akhirnya proses pelayanan gagal dalam menmoémga
pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN
Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh banyaidr. Beberapa
faktor dominan adalah :
1. Kebijakan publik, yang meliputi aspek keuangan, ntégi dan
sumberdaya baik manusia maupun alam serta organisas
2. Karateristik dan lingkungan masyarakat itu sendiermasuk di
dalamnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatammag politik, pers
yang bebas.
3. Kontrol pemerintah terhadap penyedia layanan publik
Kunci dari peningkatan kualitas pelayanan publiklald bagaimana
meningkatkan keseimbangan posisi tawar antara garbsiakeholder,
karena untuk meningkatkan efisiensi membutuhkagaitan dari berbagai
sudut.

SARAN

Untuk mencapai suatu pelayanan publik yang seswaigah
keinginan masyarakat maka diperlukan perbaikan ewaig hal-hal
diantaranya :

1. Dengan menghilangkan kemiskinan yaitu menciptalegoarigan kerja,
menciptakan iklim penanaman modal yang kondusifjderterjaminnya
tingkat keamanan, memulihkan daya saing dengannglsikan rasa
percaya diri masyarakat melalui peningkatan pekdididan pelatihan,
menyediakan infrastruktur yang canggih, memberaktagpsi dengan
reformasi sektor hukum, desentralisasi penuh, paasisi sektor
keuangan, mengadakan kredit untuk penduduk misgéeningkatan
pelayanan kesehatan, pangan untuk indonesia, nodsmgeigkungan
hidup dengan memperhatikan kembali sektor kehutgmamgembangan
UKM, bagi hasil dari sektor pertambangan yang mangugkan bangsa,
dan reformasi di Bidang Kepegawaian Negeri.
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2. Pelayanan kesehatan masyarakat, kebersihan, paageair minum dan
pendidikan merupakan sektor pelayanan yang sangaidasar bagi
masyarakat.

3. Perlu adanya kontrol dari masyarakt terhadap lasapelayanan publik.

4. Untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaelyanan
publik, merubahimage pelayanan publik identik dengan pemerintah
dapat diubah dengan melimpahkan tugas tersebuti&epamasta, tanpa
melepas kontrol.

5. Perlunya meningkatkan keterlibatan berbagai piralgyberkepentingan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
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